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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 

tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 

1. Konsonan 

 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 

latin adalah sebagai berkut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

Dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha ر

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 
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 Ra R Er ر

 Zai Z Zet س

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain …’… Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ...ꞌ… Apostrop ء

 Ya Y Ye ي
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2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

(   َ ´ ( Fathah A A 

(   َ ¸ ) Kasrah I I 

(   َ ˚ ) Dammah U U 

 
Contoh: 

 

No Kata Bahasa Arab Transiterasi 

 Kataba بتك .1

 Żukira ذكز .2

 Yażhabu بهذي .3

 

b. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan Huruf Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i أ...ى

 Fathah dan أ...و

wau 

Au a dan u 
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Contoh : 
 

No Kata Bahasa 

Arab 

Transliterasi 

 Kaifa فيك .1

 Ḥaula دول .2

  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 أ...ي
Fathah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di أ...ي

atas 

 أ...و
Dammah dan 

Wau 
Ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 
 

No Kata Bahasa 

Arab 

Transliterasi 

 Qāla قال .1

 Qīla ليق .2

 Yaqūlu لوقي .3

 Ramā رمي .4

  

4.  Ta Marbutah 

 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
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a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah 

atau dammah transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 

/h/. 

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rauḍah al-aṭfāl روضة األطفال .1

 Ṭalḥah طلذة .2

 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 

Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 

Contoh: 

No Kata Bahasa 

Arab 

Transliterasi 

 Rabbana انب’ ر .1

 Nazzala سل’ ن .2

 

6. Kata Sandang 
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 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 

kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 

sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis 

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 

Contoh:  

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Ar-rajulu لجر’ لا .1

 Al-Jalālu الجالل .2

 

7. Hamzah 

  Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 

di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 

dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Akala أكل .1

 Taꞌkhuzūna تأخذون .2

 An-Nauꞌu النؤ .3
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8. Huruf Kapital 

  Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 

tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 

berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 

tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 

  Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 

tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Wa mā Muḥammdun illā إالرسول ومامحمد .1

rasūl 

 Al-ḥamdu lillahi rabbil نيمالعال بر هللدمالخ .2

ꞌālamīna 

 
9. Penulisan Kata 

  Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam 

transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 

setiap kata atau bisa dirangkai. 

Contoh: 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 

1. 

 

 نيقسرالارير وهل هلال وإن

 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 

/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 

 
2. 

 
 نسايملاو يلكال فأوفوا

Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 

Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 

 

 TIARA NURUL HAFIZAH, NIM: 18.21.2.1.025 “PANDANGAN 

PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP 

PERNIKAHAN DINI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS 

DI KUA KECAMATAN DELANGGU)”. 

 Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu antara tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan 

yang dimana pada tahun 2020 tidak terdapat pernikahan dini, sedangkan pada 

tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 4 

(empat) pasangan yang melakukan pernikahan dini. Adapun alasan yang menjadi 

penyebab ke-empat pasangan tersebut melakukan pernikahan dini yaitu karena 

telah terjadinya hamil di luar nikah. Penelitian dilakukan dengan penelitian 

lapangan yang bertujuan untuk 1) mengetahui bagaimana praktik pernikahan dini 

karena hamil di luar nikah, 2) bagaimana pandangan pegawai KUA terhadap 

pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research) dengan 

mengambil sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

bapak kepala dan pegawai KUA, serta para pelaku pernikahan dini karena hamil 

di luar nikah di KUA Kecamatan Delanggu. Dan juga data sekunder sebagai data 

pelengkap seperti dokumen, buku, jurnal dan informasi yang berhubungan dengan 

masalah pernikahan dini.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pernikahan dini yang 

diakibatkan karena hamil di luar nikah tanpa menunggu kelahiran anak yang ada 

di dalam kandungan dibolehkan dalam hukum Islam. Hal ini di dasarkan pada 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 yang mengatur persoalan kawin hamil. 

Menurut pandangan pegawai KUA, langsung menikahkan wanita hamil akibat 

zina dapat memberikan dampak baik bagi pelaku maupun keluarganya, karena 

dengan di nikahkan secara langsung dapat menutupi aib keluarga dan terhindar 

dari omongan atau cemoohan masyarakat setempat. 

Kata Kunci: Pernikahan dini, hamil di luar nikah, pandangan pegawai KUA 
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ABSTRACT 

 TIARA NURUL HAFIZAH, NIM: 18.21.2.1.025 " VIEW OF 

RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE (KUA) EMPLOYEES ON EARLY 

MARRIAGE DUE TO PREGNANT OUTSIDE OF MARRIAGE (CASE 

STUDY IN KUA DISTRICT, DELANGGU)". 

 The phenomenon of early marriage that occurred at the Office of Religious 

Affairs (KUA) of Delanggu District between 2020 and 2021 there was an increase 

where in 2020 there was no early marriage, while in 2021 there was an increase of 

7 (seven) people consisting of 4 (four) people. ) couples who have an early 

marriage. The reason that caused the four couples to get married early was 

because of the occurrence of pregnancy outside of marriage. The research was 

conducted with field research which aims to 1) find out how the practice of early 

marriage due to pregnancy outside of marriage, 2) what is the view of KUA 

employees on early marriage due to pregnancy out of wedlock at the Office of 

Religious Affairs (KUA) of Delanggu District. 

 This type of research is a qualitative research (field research) by taking 

primary data sources obtained from interviews with the head and KUA 

employees, as well as perpetrators of early marriage due to pregnancy out of 

wedlock in KUA Delanggu District. And also secondary data as complementary 

data such as documents, books, journals and information related to early marriage 

problems.  

 The results of this study indicate that the implementation of early 

marriages caused by pregnancy out of wedlock without waiting for the birth of a 

child in the womb is permissible in Islamic law. This is based on Article 53 of the 

Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates the issue of pregnant 

marriage. According to the KUA staff, directly marrying a pregnant woman as a 

result of adultery can have an impact on both the perpetrator and his family, 

because being married directly can cover up the disgrace of the family and avoid 

the talk or ridicule of the local community. 

Keywords: Early marriage, pregnant out of wedlock, views of KUA employees
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan 

membutuhkan orang lain. Manusia ataupun individu memiliki kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh individu itu sendiri. Dalam perjalanannya 

memenuhi kebutuhannya akan terjadi sebuah usaha dan interaksi dengan 

individu lainnya atau yang biasa disebut dengan interaksi sosial.  

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan 

manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diatur 

bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan secara 

horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan 

sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan interaksi antara 

manusia dengan sesama makhluk adalah dengan pernikahan.
1
 

Pernikahan merupakan amalan sunnah yang disyariatkan oleh 

Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, karena ingin memuliakan 

martabat hamba-Nya terlebih lagi kaum perempuan. Sebuah pernikahan 

dalam pandangan Islam bukan sekedar merupakan satu bentuk formalitas 

                                                           
 

1
 Syahraeni, Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya 

Jumlah Pernikahan Dini, Di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. 

Skipsi, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017 
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hubungan antara laki-laki dan perempuan atau sekedar penyaluran 

keinginan dan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu.
2
  

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan 

maksud agar memperoleh keturunan dengan cara melaksanakan 

perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 32 yaitu:  

وْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ ا
ُ
مْْۗ اِنْ يَّك

ُ
مْ وَاِمَاىِٕۤك

ُ
لِحِيْنَ مِنْ عِبَادكِ مْ وَالصّٰ

ُ
يَامٰى مِنْك

َ
ا
ْ
نكِْحُوا ال

َ
ُ وَا  للّّٰ

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ    مِنْ فَضْلِه ْۗ وَاللّّٰ

Artinya:  

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

mengetahui. (QS. an-Nur : 32)
3
 

Dengan adanya akad perkawinan, pasangan suami istri tersebut 

dapat memperoleh keturunan yang di idam-idamkan oleh pasangan suami 

istri. Sedikit bahkan tidak ada satupun pasangan yang telah 

melangsungkan pernikahan tidak menginginkan kehadiran sosok anak 

dalam hidupnya. Anak merupakan anugerah terbesar dalam hidup yang 

Allah SWT titipkan kepada pasangan suami istri yang harus dijaga, 

dirawat dan dididik sebagaimana mestinya agar menjadi anak yang soleh 

                                                           
2
 Aimatun Nisa, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini 

(Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur), Skripsi diterbitkan oleh 

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 

3
 Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 

(Semarang: CV. Asy Syifa‟), hlm. 548 
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dan sholihah serta taat kepada Allah SWT. Anak yang soleh dan sholihah 

dapat membawa orang tuanya menuju surga. 

Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
  Oleh karena itu, pernikahan 

harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar tujuan dari 

pernikahan tersebut dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan adanya kesiapan dari kedua belah pihak baik secara material 

maupun kesiapan secara mental. Artinya secara fisik baik laki-laki maupun 

perempuan sudah mencapai batas usia pernikahan menurut undang-

undang. Tidak hanya itu, kematangan dalam berfikir dan sudah tidak 

bergantung lagi kepada orangtua sangat diperlukan untuk mencaapai 

tujuan dari pernikahan tersebut. Artinya pihak laki-laki sudah bisa 

memberi nafkah kepada pihak perempuan.  

Di dalam Islam, pernikahan bukan sekedar persoalan cinta dan 

kasih sayang semata melainkan lebih dari itu. Islam mengajarkan agar 

dalam pernikahan tercipta keluarga sakinah mawaddah wa rahmah serta 

terebentuknya generasi yang lebih baik melalui keluarga. Untuk itu, 

                                                           
4
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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menjalankan pernikahan membutuhkan proses dan membutuhkan usaha 

yang keras agar keluarga dalam Islam yang diinginkan dapat terwujud.
5
 

Sesuai dengan perkembangan zaman, muncul permasalahan yang 

terjadi dalam masyarakat yang dimana sering terjadinya pernikahan yang 

dilakukan oleh seseorang yang belum memiliki cukup umur untuk 

melakukan pernikahan dan dianggap belum mampu untuk memikul tugas 

sebagai suami istri. Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menetapkan 

bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 

tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 16 tahun 

2019 yang menetapkan batas minimal usia bagi laki-laki dan perempuan 

yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun.
6
 

Namun demikian, dalam hal pernikahan dini tetap dilaksanakan 

yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan atau 

pejabat lainnya yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan: 

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”
7
 

Tingginya angka pernikahan dini berdampak buruk dalam berbagai 

hal, antara lain meningkatnya angka pengangguran, munculnya 

                                                           
5
 Siska Iriani, “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Penelitian 

Keislaman, Vol. 14, Nomor. 2, 2018. Hlm. 154 

6
 Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum 

Islam”, Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020 

7
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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perselingkuhan akibat sering terjadi pertengkaran, pertengkaran antara 

kedua belah pihak, serta tingginya angka perceraian yang disebabkan 

karena faktor emosi kedua belah pihak yang masih labil sehingga tidak 

dapat memelihara kerukunan dalam rumah tangganya dan tujuan dari 

pernikahan tidak dapat tercapai. 

Pernikahan dini biasanya terjadi disebabkan karena faktor ekonomi 

orang tua yang kurang baik sehingga orang tua memutuskan untuk 

menikahkan anaknya yang perempuan kepada laki-laki yang dirasa 

mampu untuk membiayai hidup anaknya agar dapat meringankan beban 

orang tua. Selain karena faktor ekonomi, pernikahan dini juga biasanya 

sering terjadi karena rendahnya pendidikan yang disebabkan karena 

keterbatasan ekonomi keluarga sehingga anak harus putus sekolah dan 

tidak memiliki kegiatan positif yang bisa dilakukan. Akibatnya pergaulan 

anak menjadi sangat bebas dan terjadilah “kecelakaan” atau hamil di luar 

nikah. 

Hamil di luar nikah di Indonesia sudah sangat sering terjadi. Dalam 

hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang 

tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam atas dasar 

suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan disebut “zina”, 

sehingga apabila perbuatan tersebut membuahkan janin, maka setelah 
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dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam 

masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan “anak zina”.
8
 

Setelah ketahuan bahwa pihak perempuan hamil, biasanya orang 

tua akan memilih untuk langsung menikahkan anaknya. Seperti yang 

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat 1 bahwa 

hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat perbuatan zina apabila yang 

menikahi wanita hamil tersebut ialah laki-laki yang menghamilinya dan 

status anaknya pun menjadi anak sah, namun menjadi tidak sah apabila 

yang menikahi wanita hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya 

dan status hukum anaknya pun menjadi tidak sah atau anak luar kawin.
9
 

Fenomena pernikahan dini sudah banyak sekali ditemukan 

diberbagai daerah, salah satunya yaitu di Kecamatan Delanggu Kabupaten 

Klaten yang dimana terjadi peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 

2021. Berdasarkan data pernikahan dini yang tercatat di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada tahun 2020 

tidak terdapat pernikahan dini. Namun pada tahun 2021 terjadi 

peningkatan yang dimana terdapat 7 (tujuh) orang terdiri dari 4 (empat) 

pasangan yang melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah. 

Masing-masing pasangan pelaku pernikahan dini berasal dari desa yang 

                                                           
8
 Mochammad Nasichin, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, Nomor 2, 2016. Hlm 1 

9
 Farida Hanum, Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena 

Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Hlm. 7 
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berbeda-beda di antaranya, desa Delanggu, desa Sabrang, desa Banaran, 

dan desa Bowan.
10

 

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih jauh tentang pelaksanaan pernikahan usia dini 

yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu. Maka penulis 

mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Pandangan Pegawai 

Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pernikahan Dini Karena 

Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Delanggu)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang 

terjadi di KUA Kecamatan Delanggu? 

2. Bagaimana pandangan pegawai KUA terhadap pernikahan dini karena 

hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Delanggu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan praktik pernikahan dini karena hamil di luar nikah 

yang terjadi di KUA Kecamatan Delanggu; 

2. Menjelaskan pandangan pegawai KUA terhadap pernikahan dini 

karena hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Delanggu. 

D. Manfaat Penelitian 

                                                           
10

 Data KUA Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Pada Tahun 2020 - 2021 
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1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah wawasan untuk masyarakat 

mengenai parktik pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Delanggu 

dan bagaimana pandangan pegawai KUA terhadap pernikahan dini 

karena hamil di luar nikah. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai rujukan atau refrensi bagi masyarakat 

luas khususnya para pemuda-pemudi agar dapat menjalankan aturan 

yang sesuai dalam Undang-Undang tentang perkawinan sehingga 

tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai. 

E. Kerangka Teori 

1. Pernikahan 

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan 

adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
11

 Sesuai dengan firmah Allah:  

ةً  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰجِه 

ٰ
 وَمِنْ ا

رُوْنَ  
َّ
جَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
رَحْمَةً ْۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ل  وَّ

 

Artinya: 

                                                           
11

  Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung), Vol. 14 Nomor 2, 2016, hlm. 186 
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. 

Ar-Rum ayat 21) 

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan). Adapun beberapa pengertian tentang 

perkawinan antara lain: 

a. Menurut Hasbi Indra dkk, Perkawinan adalah akad antara wali 

laki-laki dan perempuan yang menjadikan hubungan antara kedua 

pasangan laki-laki dan perempuan itu sah
12

 

b. Menurut Tihami, seorang laki-laki dan perempuan mengadakan 

akad serah terima yang dikenal sebagai perkawinan menurut syara' 

untuk saling menyenangkan satu sama lain, menciptakan bahtera 

rumah tangga yang sakinah, dan membangun masyarakat yang 

sejahtera.
13

 

c. Menurut M. Ali Hasan, adalah akad (perjanjian) yang diserahkan 

orang tua calon mempelai pria sebagai reaksi dan penerimaan 

                                                           
12

 Hasbi Indra dkk, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 72 

13
 Tihami dkk, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), hlm. 8 
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tanggung jawab dalam kehalalan campuran keduanya sebagai 

suami istri.
14

 

d. Menurut Muhammad Thalib pernikahan adalah jalan yang 

mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai 

suami istri yang mengandung syarat dan rukun yang harus 

dipenuhi oleh para pelakunya.
15

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan 

adalah mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-

Qur’an dan hadis agar tercapai keluarga yang bahagia dunia dan 

akhirat. 

2. Pernikahan Dini 

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh salah 

satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur 

yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.
16

 

Pernikahan dini yang sesuai pada aturan yang telah direvisi melalui 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa 

perkawinan hanya dapat dilakukan jika masing-masing pihak baik pria 

                                                           
14

 Muhammad Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: 

Siraja, 2006), hlm. 12 

15
 Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), 

hlm. 26 

16
 Subekti, S.H.R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, 2009). Cet Ke-40. Hlm 540. 
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maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun. Apabila tidak sesuai 

dengan aturan tersebut dalam hal ini belum mencapai batas usia yang 

telah ditentukan maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke 

pengadilan.  

Usia ideal bagi wanita untuk melakukan pernikahan adalah antara 

usia 20-25 tahun sedangkan untuk pria adalah 25-28 tahun, karena 

pada usia itu organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan 

baik serta siap untuk melahirkan keturunan karena secara fisik pun 

sudah matang. Sementara untuk pria pada usia tersebut kondisi fisik 

dan psikisnya sangat kuat sehingga mampu untuk menopang 

keluarga.
17

 

Jadi dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan 

yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang usianya belum 

mencapai batas usia minimal menikah yang telah diatur dalam 

Undang-Undang sehingga keduanya belum siap secara lahir maupun 

batin. 

Pernikahan dini biasanya terjadi disebabkan karena beberapa 

faktor, di antaranya: 

a. Faktor Budaya dan Adat Istiadat 

                                                           
17

 Namora Lumongga Lubis, Psikologi Kespro Wanita Dan Perkembangan Reproduksi. 

(Jakarta: Kencana, 2013).  hlm. 81 
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Faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini 

yaitu karena budaya dan adat istiadat. Pernikahan dini pertama kali 

dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Budaya dalam konteks ini 

mengacu pada kenyataan bahwa jika hal itu dapat terjadi pada 

orang tua mereka yang menikah muda, mungkin juga terjadi pada 

keturunan mereka, dan jika tren ini terus berlanjut, pada akhirnya 

akan menjadi budaya yang berkelanjutan. Mungkin juga karena 

tradisi yang mendikte anak perempuan harus segera menikah ketika 

dia terlihat besar (di akhir masa pubertas). Ini sering terjadi di 

seluruh desa.
18

 

b. Ekonomi  

Pernikahan dini biasanya terjadi karena ekonomi keluarga yang 

kurang bagus sehingga kedua orang tua sudah tidak sanggup lagi 

untuk membiayai anaknya maka dari itu orang tua memilih untuk 

menikahkan anaknya yang perempuan untuk meringankan beban 

orang tua.
19

 

c. Pendidikan 

Pemerintah Indonesia telah merancang program wajib belajar 

selama 9 (sembilan) tahun. Akan tetapi karena keterbatasan 

                                                           
18

 Rima Hardianti dan Nunung Narwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini 

Pada Perempuan”. Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3, Nomor 2, 2020. Hlm. 116 

19
 Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi 

Pelakunya”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, Nomor 2, 

2016. Hlm. 400 
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ekonomi seringkali pendidikan tersebut jadi terabaikan karena tidak 

mampu untuk membeli perlengkapan sekolah.
20

 

d. Orang Tua 

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, orang tua merupakan salah 

satu penyebab pernikahan dini. Karena pendidikan kedua orang tua 

yang rendah sehingga tidak mampu memahami ketentuan terkait 

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
21

 Ada 

juga orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan 

alasan anaknya sudah besar dan memiliki kekasih dan supaya tidak 

terjerumus ke hal negatif yang nantinya akan memalukan keluarga. 

e. Hamil Luar Nikah 

Tidak sedikit masyarakat yang melakukan pernikahan yang 

disebabkan karena hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas 

sehingga mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya 

dengan melakukan pernikahan dini.
22

 

3. Kompilasi Hukum Islam 

 Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah 

kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara 

terminologi kompilasi diambil dari kata compilare artinya 

mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-

                                                           
20

 Ati Sugiarti, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Kalangan 

Remaja, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Hlm. 73 

21
 Ibid. Hlm. 74 

22
 Ibid. Hlm. 401  
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peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian 

dipergunakan dalam bahasa Indonesia Kompilasi, sebagai terjemahan 

langsung. 

 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah kumpulan dari 

berbagai pendirian dan pendapat hukum yang berkembang dalam 

dunia pemikiran Islam di Indonesia yang sudah terseleksi dengan baik. 

Kompilasi Hukum Islam dibentuk karena adanya kaitan yang sangat 

erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Ada 

berbagai anggapan tentang hukum Islam yang masing-masing melihat 

dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu dibentuk Kompilasi 

Hukum Islam sebagai tempat untuk menyatukan ide mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam di Indonesia.
23

  

 Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh 

Negara dengan adanya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Kompilasi 

Hukum Islam juga sudah menjadi hukum nasional di Indonesia yang 

berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh Hakim 

agama di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terhadap 

orang-orang yang beragama Islam.
24

 

F. Tinjauan Pustaka 

                                                           
 

23
 Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Laman 

media.neliti.com”. (Manado: Jurusan Syariah STAIN Manado) 

 
24

 Ibid. 
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Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur-literatur yang 

relevan atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal 

ini permikahan dini telah banyak diteliti oleh masyarakat khususnya 

dikalangan mahasiswa. Maka dari itu penulis perlu memaparkan beberapa 

skripsi yang telah ada yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk 

refrensi tambahan penulis. Adapun penelitian tersebut, sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Endah Istiyaningrum dengan 

judul “Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Mencegah Pernikahan 

Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Tahun 

2017-2019”. Penelitian oleh Endah Istiyaningrum ini membahas mengenai 

peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam meminimalisir dan mencegah 

terjadinya pernikahan dini yang dimana dari hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa kader BKR telah berhasil menurunkan angka kasus 

pernikahan dini di desa Tambi kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo 

yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat 

tentang batas usia pernikahan, pendewasaan usia pernikahan.
25

 Fokus 

penelitian yang dilakukan oleh Endah Istiyaningrum adalah bagaimana 

implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan 

usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan 

tinjauan hukum Islam tentang Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam 

                                                           
25

 Endah Istiyaningrum, Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Mencegah 

Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2019. 

Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Walisongo Semarang, 2021. 
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mencegah pernikahan usia dini. Sedangkan fokus penelitian yang ingin 

dilakukan oleh peneliti yaitu terkait dengan bagaimana pandangan 

pegawai KUA dan bagaimana praktik pernikahan dini karena hamil di luar 

nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Delanggu. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bungawati dengan judul “Strategi 

Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa 

Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”. Penelitian oleh 

Bungawati membahas mengenai strategi penyuluh agama Islam dalam 

meminimalisir pernikahan dini yang dimana penulis memberikan 

kesimpulan bahwa strategi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam 

dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini yaitu dengan memberikan 

bimbingan penyuluhan dan kursus calon pengantin. Bimbingan 

penyuluhan yang diberikan adalah penyuluhan Undang-Undang 

pernikahan No. 1 Tahun 1974, bimbingan penyuluhan Islam dan 

penyuluhan kesehatan.
26

 Fokus penelitian yang dilakukan oleh Bungawati 

adalah terkait dengan upaya penyuluh agama Islam dalam meminimalisir 

pernikahan dini. Sedangkan peneliti memiliki fokus penelitian terkait 

dengan bagaimana pandangan pegawai KUA dan bagaimana praktik 

pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang terjadi di KUA 

Kecamatan Delanggu. 

                                                           
26

 Bungawati, Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di 

Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Skripsi, tidak diterbitkan, Program 

Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makasar, 2018. 
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Affan Ghafar dengan judul 

“Analisis Faktor Hamil Di luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini 

dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”. Penelitian oleh Ahmad Affan 

Ghafar ini membahas mengenai hamil di luar nikah sebagai faktor 

penyebab terjadinya pernikahan dini dan langkah KUA dalam 

penanggulangannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan KUA dalam 

meminimalisir terjadinya pernikahan dini yaitu dengan melakukan 

bimbingan calon pengantin dan melakukan penolakan nikah bagi calon 

pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Namun dalam hal 

penanggulangan tersebut, terdapat beberapa kendala antara lain 

disebabkan karena telah terjadinya hamil di luar nikah dan kurang 

sadarnya masyarakat akan pentingnya sosialisasi dari KUA.
27

 Adapun 

fokus penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Affan Ghafar yaitu terkait 

dengan tinjauan hukum Islam terhadap langkah KUA Kecamatan Taman 

untuk menanggulangi penikahan dini dan juga faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan pelaku pernikahan dini hamil di luar nikah. Sedangkan 

fokus penelitian peneliti yaitu terkait dengan bagaimana pandangan 

pegawai KUA dan bagaimana praktik pernikahan dini karena hamil di luar 

nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Delanggu. 

                                                           
27

 Ahmad Affan Ghafar, Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab 

Pernikahan Dini dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang), Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyyah 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018. 
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Keempat, skripsi yang ditulis oleh Lilis Nursaleha Burhan dengan 

judul “Kordinasi Pemerintah Desa Dan Kantor Urusan Agama Dalam 

Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Kayu Loe Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng”. Penelitian oleh Lilis Nursaleha Burhan ini 

membahas mengenai bentuk kordinasi atau kerjasama antara kantor desa 

dan KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini yang dilakukan 

dengan cara memberikan nasehat berupa masukan dan suntikan motivasi 

kepada para calon mempelai bahwa pernikahan di bawah umur tidak 

diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
28

 Fokus 

penelitian yang dilakukan oleh Lilis Nursaleha Burhan yaitu terkait dengan 

bagaimana koordinasi pemerintah desa dan KUA dalam meminimalisir 

pernikahan dini dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan dini di Desa Kayu Loe Kecamatan Bantaeng Kabupaten 

Bantaeng. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu terkait dengan 

bagaimana praktik pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang terjadi 

di KUA Kecamatan Delanggu perspektif sosiologi hukum Islam. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dwi Irwanto dengan judul 

“Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten 

Kebumen”. Penelitian oleh Dwi Irwanto ini membahas mengenai mengapa 

praktik pernikahan dini masih sering terjadi di Kecamatan Padureso 

                                                           
28

 Lilis Nursaleha Burhan, Kordinasi Pemerintah Desa Dan Kantor Urusan Agama Dalam 

Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Kayu Loe Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 

Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. 
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Kabupaten Kebumen dan bagaimana solusi untuk meminimalisir agar 

tidak sering terjadi pernikahan dini. Adapun yang menjadi penyebab masih 

seringnya terjadi pernikahan dini yaitu karena sudah saling suka sama suka 

dan menyebabkan kehamilan.
29

 Fokus penelitian yang dilakukan oleh Dwi 

Irwanto yaitu terkait dengan mengapa praktik pernikahan dini masih sering 

terjadi di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dan bagaimana 

solusinya. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu terkait dengan 

bagaimana pandangan pegawai KUA dan bagaimana praktik pernikahan 

dini karena hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Delanggu. 

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memiliki 

persamaan tema yaitu sama-sama membahas terkait dengan pernikahan 

dini namun dari masing-masing penelitian memiliki fokus penelitian yang 

berbeda-beda. Dalam penelitian ini penyusun akan membahas tentang 

bagaimana pandangan pegawai KUA dan bagaimana praktik pernikahan 

dini karena hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga memiliki perbedaan narasumber dan 

tempat dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif lapangan yaitu penelitian yang secara langsung 

                                                           
 

29
 Dwi Irwanto, Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten 

Kebumen. Skripsi, tidak diterbitkan. Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang 

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga 

validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.
30

 Penelitian ini 

mengkaji data dari para pegawai KUA Kecamatan Delanggu dan juga 

dari sumbernya langsung dalam hal ini yaitu pelaku pernikahan dini di 

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam penelitian 

ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.
31

 Dalam hal ini 

data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai KUA 

Kecamatan Delanggu dan juga pelaku pernikahan dini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti 

                                                           
30

 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). 

Hlm. 7 

31
 Sandu Siyoto, dkk, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), Cet Ke-1. Hlm 68 
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sebagai tangan kedua).
32

 Dalam penelitian ini, data sekunder 

diperoleh dari buku, jurnal dan internet. 

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Delanggu, sedangkan 

untuk waktu pengambilan data dari penelitian ini yaitu bulan Februari 

2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan 

antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan 

atau menerima informasi tertentu.
33

 Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk 

ditanyakan kepada informan dalam hal ini yaitu 2 (dua) pegawai 

KUA Kecamatan Delanggu dan juga 4 (empat) pasangan pelaku 

pernikahan dini, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang 

ingin dibahas. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

                                                           
32

 Ibid. 

33
 Ibid. Hlm 108 
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monumental dari seseorang.
34

 Dokumentasi dalam penelitian ini 

diperoleh dari data yang ada di dalam arsip KUA Kecamatan 

Delanggu berupa buku yang berisi data-data calon pengantin. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan 

setelah pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, 

mengorganisasi, dan menyusunnya kemudian diambil kesimpulan dari 

hasil keseluruhan penelitian tersebut. Tujuan dari analisis data yaitu 

untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data 

penelitian sehingga dapat dipahami oleh orang lain.
35

 

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang diperoleh 

selama penelitian dengan cermat kemudian data-data tersebut di 

analisis menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang 

yang membacanya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles 

dan Huberman. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan 

Huberman yakni: 

                                                           
34

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

Hlm. 47 

35
 Salma, Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-langkahnya, dikutip 

dari https://penerbitdeepublish.com, diakses 30 Maret 2022 

https://penerbitdeepublish.com/
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a. Pengumpulan data, yakni mengumpulkan data di lokasi 

penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. 

b. Kondensasi data, mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, 

fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang 

terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen 

maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif 

tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau 

uraian menggunakan kata-kata sendiri. 

c. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. 

Namun dalam hal ini Miles dan Huberman yang sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

d. Penarikan kesimpulan, dimana pada tahap ini peneliti menarik 

kesimpulan dari temuan data.
36

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh hasil penulisan yang runtut, diperlukan adanya 

sistematika penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab dan selanjutnya 

dipaparkan dalam beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasannya, 

sebagai berikut: 

                                                           
36

 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadhrah, Vol. 17 Nomor 33, 2018. 

Hlm. 81-94 
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 Bab I, berupa bab pendahuluan yang secara garis besar penelitian 

ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab II. Landasan Teori. Bab ini berisi uraian teori yang berkaitan 

dengan permasalahan pernikahan dini. Bagian ini membahas pengertian 

pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, problematika 

pernikahan dini, dan kompilasi hukum Islam. 

 Bab III. Gambaran Umum. Bab ini berisi uraian tentang data-data 

yang relevan atau gambaran lokasi penelitian dan data-data yang relevan 

dengan penelitian yang akan dianalisis. Dalam bab ini penulis akan 

menguraikan praktik pernikahan dini karena hamil di luar nikah di KUA 

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 

 Bab IV. Analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisa terkait 

dengan hasil penelitian mengenai pandangan pegawai KUA terhadap 

pernikahan dini karena hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten. 

 Bab V. Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran 

atas penelitian tentang pernikahan dini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (), adapula yang 

mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah 

dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia ialah 

perkawinan. Kerap kali antara pernikahan dan perkawinan dibedakan, 

akan tetapi pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda 

dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah; sebuah 

ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-

rukun dan syarat-syaratnya. Para ulama fiqh pengikut madzhab yang 

empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka 

mendefinisikan perkawinan pada; akad yang membawa kebolehan 

(bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang 

perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau 

makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.
1
 

Arti nikah menurut syariat nikah juga berarti akad. Arti dari 

pernikahan disini ialah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda 

                                                           
1
 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam...” hlm. 186 
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yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan 

perjanjian atau akad.
2
 

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, 

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya 

dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan yang sakral. 

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 

perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi itu memperjelas 

pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia 

mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang 

saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka, artinya tidak 

mengandung unsur paksaan.
3
 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Islam memandang 

pernikahan sebagai akad yang kokoh atau miitsaqan ghalizhan, yang 

mengharuskan kedua pasangan untuk mengikuti dan menaati perintah 

Allah. Lafal akad yang diucapkan laki-laki ketika menikahi perempuan 

                                                           
2
 Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam” Jurnal Istiqra, Vol V 

Nomor 1, 2017. Hlm. 74 

3
 Santosa, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, 

dan Hukum Adat”. Yudisia, Vol 7 Nomor 2, 2016. Hlm. 413 
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disebut miitsaqan ghalizhan artinya perjanjian yang kuat. Dengan 

begitu, ada tanggungjawab serta konsekuensi didalamnya. Artinya, 

dalam kondisi apapun suami harus menjaga janji pernikahannya, jika 

pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga memilih untuk 

melakukan perceraian, maka perceraian tersebut harus dilakukan 

dengan cara yang baik.  

Menurut beberapa definisi tersebut, perkawinan memiliki 

komponen hukum karena mengandung kewajiban dan hak yang 

didasarkan pada cinta dan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah 

SWT.
4
 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

 Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang 

diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’. Firman Allah SWT yang 

berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah: 

ةً  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰجِه 

ٰ
وَمِنْ ا

رَحْمَةً ْۗ رُوْنوَّ
َّ
جَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ل  

 

Artinya: 

“Diantara َ tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

 menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

 sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan 

 diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

                                                           
4
 Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), Cet Ke-1, Hlm. 3 
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 demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 

 bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum ayat 21)  

3. Hukum Pernikahan 

 Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat 

bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri 

mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta’akhirin 

berpendapat bahwa menikah wajib untuk sebagian orang dan sunnah 

untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Secara terperinci hukum 

pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. Wajib  

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memliki kemampuan untuk 

melakukannya baik mampu secara finansial maupun fisik dan 

memiliki keinginan yang kuat untuk menyalurkan hasrat 

seksualnya sementara ia khawatir akan terjerumus dalam 

perzinahan apabila tidak menikah. Maka dengan cara menikah bisa 

terhindar dari perbuatan perzinahan.
5
 

b. Sunnah  

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau 

disunnahkan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual 

untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya 

secara fisik dan finansial namum memiliki keyakinan mampu 
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untuk mengendalikan dirinya sehingga tidak khawatir akan 

terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.
6
 

c. Haram  

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui bahwa dirinya 

tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami baik 

dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah 

batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib 

diberikan kepada istri.
7
 

4. Rukun dan Syarat Pernikahan 

 Untuk melangsungkan pernikahan, calon mempelai harus 

memenuhi syarat-syarat pernikahan dan rukun pernikahan. Antara 

rukun dan syarat pernikahan itu terdapat perbedaan dalam 

pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari pernikahan ialah 

hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun 

pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud 

dengan syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam 

pernikahan tidak termasuk hakekat pernikahan. Kalau salah satu syarat 

pernikahan itu tidak ada, maka pernikahan menjadi tidak sah.
8
 

a. Rukun Pernikahan 
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 Untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus terdapat 

rukun-rukunnya. Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan ada 

lima yaitu: 

(1) Calon Suami; 

(2) Calon Isteri; 

(3) Wali Nikah; 

(4) Dua orang saksi; 

(5) Ijab dan Qabul.
9
 

 Dengan demikian, rukun pernikahan menjadi suatu 

kewajiban yang harus terpenuhi ketika akan melangsungkan akad 

pernikahan. 

b. Syarat-syarat Pernikahan 

 Adapun syarat-syarat pernikahan, yaitu sebagai berikut: 

(1) Syarat calon suami 

a) Beragama Islam; 

b) Laki-laki, bukan banci (musykil) yaitu seorang yang tidak 

jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini 

maka akad nikahnya menjadi batal; 

c) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya 

dan berada ditempat saat akad nikah akan dilaksanakan; 
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d) Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, 

memahami makna pernikahan dan akad yang akan 

diucapkan; 

e) Tidak terdapat halangan pernikahan, yaitu antara calon 

suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan 

sesusuan dan pertalian kerabat semenda. 
10

 

(2) Syarat calon isteri 

a) Beragama Islam; 

b) Perempuan, bukan banci (musykil) yaitu seorang yang tidak 

jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini 

maka akad nikahnya menjadi batal; 

c) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya 

dan berada ditempat saat akad nikah akan dilaksanakan; 

d) Dapat dimintai persetujuannya, berakal tidak gila, 

memahami makna pernikahan dan akad yang akan 

diucapkan; 

e) Tidak terdapat halangan pernikahan, yaitu bukan termasuk 

golongan orang-orang yang dalam golongan larangan 

menikah, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan 

sesusuan atau karena pertalian semenda, dan juga 
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perempuan yang masih dalam masa iddah atau masih 

mempunyai status sebagai isteri orang lain.
11

 

(3) Syarat wali nikah 

a) Laki-laki; 

b) Beragama Islam; 

c) Dewasa; 

d) Mempunyai hak perwalian; 

e) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

 Masalah perwalian dalam pernikahan merupakan syarat 

yang harus dipenuhi karena pernikahan tanpa wali adalah 

pernikahan yang tidak sah, adapun wali nikah ini terdiri dari 

wali nasab (keturunan) dan wali hakim. Wali nasab yang 

mempunyai hak perwalian harus berdasarkan urutan kerabat 

yang paling dekat dengan calon isteri. Jika wali nasabnya 

dinyatakan semuanya tidak ada, tidak beragama Islam, belum 

dewasa, atau tidak diketahui keberadaannya, maka calon isteri 

dapat menggunakan wali hakim sebagai wali dalam 

pernikahannya.
12

 

(4) Syarat Saksi Nikah 

a) Minimal dua orang laki-laki; 

b) Hadir dalam ijab qabul; 
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c) Dapat mengerti maksud akad; 

d) Islam dan adil; 

e) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu 

atau tuli. 

 Kehadiran saksi sangat penting dalam penentuan sah atau 

tidaknya suatu pernikahan, selain itu saksi nikah juga akan 

diminta tandatangan pada akta nikah pada saat akad nikah 

dilangsungkan sehingga tercantum dalam akta nikah. Hal ini 

menjadi bukti bahwa telah terjadi pernikahan dengan 

disaksikan oleh kedua saksi nikah yang mana nama keduanya 

tercatat.
13

 

(5) Syarat Ijab dan Qabul 

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; 

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai; 

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemaha dari kedua 

kata tersebut; 

d) Antara ijab dan qabul bersambungan; 

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; 

f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang 

ihram haji atau umrah; 
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g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang 

yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita, dan dua 

orang saksi.
14

 

B. Pernikahan Dini 

 Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan atau akad yang bisa 

menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa 

melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilakukan oleh 

seseorang dalam hal ini yaitu calon suami dan calon istri yang usianya 

belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang 

sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 Di Indonesia, syarat seseorang bisa melakukan pernikahan yaitu 

apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. 

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang tentang Perkawinan. Batasan 

usia melakukan pernikahan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) bagi perempuan yaitu usia 21 tahun dan 

bagi laki-laki yaitu 25 tahun. Usia ideal untuk menikah bagi perempuan 

yaitu di usia antara 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki yaitu di usia 

antara 25-30 tahun. Hal tersebut karena dianggap pasangan yang menikah 

pada usia tersebut sudah memiliki kesiapan yang matang baik dari segi 

fisik maupun emosional, serta sudah matang untuk menjalani kehidupan 
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rumah tangga, sudah memiliki pemikiran yang dewasa dalam bertindak 

atau memutuskan sesuatu dalam urusan rumah tangga.
15

  

 Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwa 

apabila seseorang berusia kurang dari 18 tahun, maka masih dikatakan 

anak-anak. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan pernikahan di 

bawah umur 18 tahun, maka bisa dikatakan sebagai pernikahan dini. 

Pernikahan dini yang terjadi biasanya dilakukan oleh remaja perempuan 

baik itu di pedesaan maupun diperkotaan tapi lebih sering terjadi di 

pedesaan. Pernikahan dini yang terjadi pada remaja perempuan, biasanya 

terjadi pada mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Anak perempuan 

yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka 

kemungkinan terjadinya pernikahan dini lebih besar.
16

 

 Banyaknya pernikahan dini mengakibatkan tingginya angka 

perceraian yang disebabkan antara lain oleh ego anak yang masih tinggi, 

perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan dengan mertua, psikologis yang 

belum matang sehingga cenderung labil dan emosional, serta tidak/atau 

kurang mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami/istri dan 

keluarga besar.
17

 Oleh karenanya, pernikahan dini justru tidak sesuai 

dengan tujuan dari perkawinan tersebut.  

                                                           

 15 Rima Hardianti dan Nunung Narwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini 

Pada Perempuan”. Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3, Nomor 2, 2020. Hlm. 115-116 
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C. Pernikahan Dini Karena Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum 

Islam 

 Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah pernikahan 

yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum memenuhi syarat yang 

sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

telah ditentukan batas usia minimal melakukan pernikahan bagi laki-laki 

dan perempuan yaitu di usia 19 tahun. Dalam hal ini apabila calon suami 

istri belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 

maka orang tua mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah 

di Pengadilan Agama setempat. 

 Tradisi pernikahan dini sudah ada di kalangan Nasrani dan Yahudi 

sebelum Islam, juga di kalangan masyarakat Arab. Agama Islam sendiri 

memang tidak membatasi seseorang untuk dijodohkan, namun akad nikah 

harus ditunda sampai kedua belah pihak benar-benar matang. Keduanya 

benar-benar siap memasuki gerbang pernikahan.
18

  

 Pernikahan yang dilakukan pada usia muda umumnya masih 

banyak yang belum memperhatikan kesiapan fisik, materi maupun secara 

mental yang dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam kehidupan 

berumah tangga yang berakibat pada keutuhan dan keharmonisan rumah 

                                                           
 

18
 Agus Hermanto, “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis”, 

Jurnal Mahkamah, Vol. 1 No. 1,  2016. Hlm. 158  



37 
 

 
 

tangga, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah 

tangganya.
19

  

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian tentang 

pernikahan atau perkawinan dalam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan perkawinan diharapkan 

dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 

 Pernikahan dini biasanya banyak terjadi karena faktor hamil di luar 

nikah. Zaman sekarang banyak anak yang pergaulannya sangat bebas 

sampai melakukan hubungan di luar nikah dengan lawan jenis yang 

akibatnya perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah tersebut 

menjadi hamil. Setelah ketahuan pihak keluarga bahwa anak 

perempuannya telah hamil di luar nikah, biasanya pihak keluarga akan 

langsung menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya 

untuk menutupi aib keluarga. Hal ini dalam masyarakat Indonesia dikenal 

dengan istilah kawin hamil.  

 Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar 

nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-

laki yang bukan menghamilinya. Dengan kalimat lain, perkawinan wanita 
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 Dwi Irwanto, Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten 
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hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab 

perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah.
20

 

 Saat pelaksanaan perkawinan, ada 2 (dua) keadaan mempelai 

wanita sedang dalam keadaan hamil, yakni: 

a. Wanita hamil akibat perkawinannya dengan suami yang sah. 

b. Wanita hamil akibat perbuatan zina. 

 Terkait dengan kondisi yang pertama, yakni menikah dengan 

wanita hamil akibat perkawinannya dengan suami yang sah dan kemudian 

ditinggal mati oleh suaminya, maka menikah dengan wanita tersebut 

hukumnya haram, karena wanita tersebut masih dalam masa iddah dan 

iddahnya wanita yang sedang hamil yaitu sampai ia melahirkan anak yang 

sedang dikandungnya. Hal ini sesuai dengan QS. At-Talaq ayat 4.
21

 

 Adapun terkait dengan kondisi kedua, yakni menikah dengan 

wanita hamil akibat perbuatan zina, maka yang boleh menikahi wanita 

hamil tersebut ialah laki-laki yang menghamilinya.
22

 

 Jumhur Ulama sepakat mengenai kebolehan wanita hamil dinikahi 

oleh laki-laki yang menghamilinya, hal ini didasarkan pada firman Allah 

QS. An-Nur ayat 3: 
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 Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021). Cet Ke-1. Hlm 65 
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وْ مُشْرِكٌۚ وَحُر ِ 
َ
ا زَانٍ ا

َّ
ا يَنْكِحُهَآٖ اِل

َ
انِيَةُ ل الزَّ ةًۖ وَّ

َ
وْ مُشْركِ

َ
ا زَانِيَةً ا

َّ
ا يَنْكِحُ اِل

َ
يْ ل انِ لزَّ

َ
 مَ ذٰلِكَ ا

ى ا
َ
مُؤْمِنِيْنَ عَل

ْ
ل  

  Artinya: 

 “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina 

perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina 

perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki 

atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi 

orang-orang mukmin”. 

 

 Dengan demikian ayat tersebut sudah sangat jelas menegaskan 

bahwa wanita hamil karena zina hanya boleh dinikahi dengan laki-laki 

yang menghamilinya sedangkan laki-laki yang bukan menghamilinya 

tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina tersebut. 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur persoalan 

perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53 yaitu: 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
23

 

  Dalam Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa seorang wanita 

hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang 
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menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada di dalam 

kandungannya, dan tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang 

ada di dalam kandungannya tersebut telah lahir. Dengan demikian 

pernikahan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

  Akibat dari pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak bagi 

kehidupan masyarakat terutama bagi pelakunya. Meskipun terdapat 

dampak positif dalam pernikahan dini, akan tetapi tidak sedikit juga 

dampak negatifnya. Sebagian besar dari akibat pernikahan dini 

menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah 

yang tidak sedikit berujung pada perceraian. Akibat buruk yang sering 

timbul adalah karena faktor belum matangnya umur maupun kedewasaan 

para pelaku pernikahan dini. Adapun dampak negatif dan dampak positif 

dari pernikahan dini yaitu: 

a. Dampak Negatif 

1) Meningkatnya angka perceraian akibat belum matangnya umur 

maupun kedewasaan dari para pelaku pernikahan dini; 

2) Pernikahan dini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

tingginya angka kematian ibu dan bayi; 

3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang 

menikah di usia dini dengan berhubungan seks lalu menikah, dan 

kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak 

negatif yang akan timbul seperti terkenanya kanker rahim atau 
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cancer cervix karena hubungan seks secara bebas ataupun 

berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan; 

b. Dampak Positif 

1) Memperjelas status pernikahan; 

2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur 

bapak; 

3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan; 

4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari 

masyarakat; 

5) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.
24

 

 Menurut para sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan di usia 

dini dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga. Hal ini disebabkan 

karena emosi para pelaku pernikahan dini yang masih labil dan cara 

berfikir yang belum matang.
25

 Oleh karena itu pemerintah menetapkan 

batas minimal untuk menikah yaitu di umur 19 tahun baik bagi laki-laki 

maupun perempuan. 

 Adanya batasan usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan 

dengan bertambahnya umur dari seseorang diharapakan kondisi 

psikologinya pun akan bertambah matang. Pernikahan yang dilakukan 

oleh seseorang yang masih di bawah umur dan kondisi psikologinya 
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belum matang tidak jarang akan membawa dampak buruk dalam 

kehidupan berumah tangga. Maka dari itu kematangan sangat diperlukan 

agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat di wujudkan. 

 Dengan demikian, pengaturan tentang batasan usia dalam 

pernikahan sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip pernikahan yang 

menyatakan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya 

agar tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang 

bahagia dan kekal tanpa berakhir di perceraian dan bisa mendapatkan 

keturunan yang baik dan sehat. 
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BAB III 

PERNIKAHAN DINI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA 

KECAMATAN DELANGGU 

 

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu 

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu 

 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu berdiri sekitar 

tahun 1980-an. Pada awalnya Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu ini bertempat di dekat sub terminal Delanggu 

lebih tepatnya di sekitar masjid besar Delanggu. Namun kemudian 

pada tahun 1997 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu 

berpindah tempat ke komplek masjid At-Ta’awun sampai sekarang. 

 Bapak Akhmadi selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu menjelaskan mengapa Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Delanggu sampai pindah ke komplek masjid At-

Ta’awun, karena pada saat itu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu yaitu Bapak Maesuri mendapat penghargaan 

sebagai kepala KUA teladan dan KUA teladan sekabupaten Klaten. 

Beliau mempunyai gagasan tentang Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu yang kurang representif. Bangunan KUA 

tertutup oleh bangunan masjid Delanggu dan tempatnya sempit.
1
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 Selanjutnya, untuk pimpinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu sendiri sudah berganti sebanyak 7 (tujuh) kali 

hingga kini yang terakhir yaitu sedang dipimpin oleh Bapak Akhmadi 

S.Ag sejak tahun 2018. Wilayah pelayanan dari Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Delanggu ini meliputi 16 (enam belas) desa yaitu 

desa Dukuh, Jetis, Butuhan, Banaran, Bowan, Sribit, Mendak, Krecek, 

Karang, Sabrang, Tlobong, Gatak, Delanggu, Kepanjen, Segaran, dan 

Sidomulyo. 

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Delanggu 

 

 

  

KEPALA KUA 

AKHMADI, S.Ag 

PENGOLAH DATA 

PONIMAN 

ADMINISTRASI 

SUHARI SUPAR 

WIYATA BAKTI 

YUSUF FAUZI TRI MARGIYONO 

PENYULUH 

MUSLIKHATUN 
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3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Delanggu 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi Kantor Kementrian Agama diwilayah 

Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 

tugas-tugasnya meliputi: 

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah 

Kecamatan. 

b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat Kecamatan 

dalam bidang keagamaan. 

c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. 

d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh 

Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang 

erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. 

e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) 

 Hal ini juga sesuai dengan pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 

ayat (1) mengenai fungsi KUA yang berbunyi: 

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk. 

b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. 
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c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan. 

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan. 

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah. 

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. 

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. 

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA 

Kecamatan. 

 Selain itu, KUA sendiri juga mempunyai fungsi BP4 (Badan 

Penasehatan Penyuluhan Perkawinan dan Perceraian). Jadi disini 

KUA dapat menjadi sarana mediasi bagi seseorang yang sedang 

mengalami masalah rumah tangga. 

B. Pernikahan Dini Karena Hamil Di luar Nikah di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Delanggu 

1. Praktik Pernikahan Dini Karena Hamil Di luar Nikah Di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu 

 Perkawinan merupakan suatu akad yang sah untuk membangun 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seiring dengan 

perkembangan zaman, mengakibatkan pergaulan anak-anak menjadi 

sangat bebas dan banyak anak-anak yang terjerumus untuk melakukan 

hal-hal yang tidak baik. Salah satunya seperti melakukan hubungan 
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badan dengan lawan jenis di luar ikatan perkawinan yang 

mengakibatkan pihak perempuan hamil. 

 Berdasarkan data yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu, pada tahun 2020 tidak ada yang melakukan 

pernikahan dini. Namun pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang 

dimana ada sebanyak 7 (orang) orang terdiri dari 4 (empat) pasangan 

yang melakukan pernikahan dini karena perempuannya hamil di luar 

nikah. Masing-masing pasangan pelaku pernikahan dini tersebut 

berasal dari desa yang berbeda-beda, di antaranya yaitu desa Delanggu, 

desa Sabrang, desa Banaran, dan desa Bowan.
2
 Pasangan tersebut 

terdiri dari, sebagai berikut: 

 

1.1 Tabel Pernikahan Dini Tahun 2021 

No Nama Jenis Kelamin Usia Nikah 

1 ADS 

SN 

Perempuan 

Laki-laki 

16 Tahun 

17 Tahun 

2 MNT 

DIP 

Laki-laki 

Perempuan 

17 Tahun 

16 Tahun 

3 AMS Laki-laki 18 Tahun 

4 CAP 

ASU 

Perempuan 

Laki-laki 

16 Tahun 

16 Tahun 

 

                                                           
 

2
 Arsip Dokumen KUA Kecamatan Delanggu 
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1. Pasangan D dan N (D = Perempuan, N = Laki-laki)  

 D yang saat itu berumur 16 tahun 10 bulan, pendidikan 

terakhir yaitu SLTP/sederajat dan N yang berumur 17 tahun 4 

bulan, pendidikan terakhir SLTP/sederajat. Sebelum melakukan 

pernikahan mereka sudah mempunyai hubungan terlebih dahulu 

atau yang biasa disebut dengan “pacaran”. Mereka sering bermain 

berdua dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang 

mengakibatkan D hamil 8 (delapan) bulan. Setelah ketauan 

keluarga bahwa D hamil, pihak keluarga baik orang tua D dan N 

ingin melangsungkan pernikahan di KUA.
3
  

 Namun karena kurangnya umur dari kedua belah pihak, 

maka pihak KUA menolak karena belum memenuhi syarat untuk 

melakukan perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang No 16 

Tahun 2019. Pihak KUA memberikan saran agar yang 

bersangkutan terlebih dahulu melakukan sidang di Pengadilan 

Agama setempat untuk mendapatkan izin dispensasi nikah dari 

Pengadilan. Setelah mendapatkan izin dispensasi nikah dan semua 

syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan 

sudah terpenuhi, maka D dan N dapat melangsungkan pernikahan 

di KUA setempat. 

2. Pasangan A dan S (A = Perempuan, S = Laki-laki)  

                                                           
 

3
 DIP, Pelaku Pernikahan Dini. Wawancara Pribadi, Tanggal 26 September 2022 
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 A yang saat itu berumur 16 tahun 10 bulan dan S berumur 

16 tahun 4 bulan. Keduanya baik dari A maupun S sama-sama 

berpendidikan terakhir yaitu SD/sederajat. Awal mulanya, mereka 

sudah menjalin hubungan atau berpacaran selama kurang lebih 1 

(satu) tahun. Mereka juga sudah melakukan hubungan badan 

layaknya suami istri sehingga mengakibatkan A hamil. Setelah usia 

kandungan A memasuki 4 bulan, ketahuan oleh pihak keluarga dan 

pihak keluarga ingin langsung menikahkan A dan S di KUA.
4
  

 Namun karena kurangnya umur dari kedua belah pihak baik 

A maupun S, maka pihak KUA menolak karena belum memenuhi 

syarat usia untuk melakukan perkawinan yang sesuai dengan 

Undang-undang  No 16 Tahun 2019. Pihak KUA memberikan 

saran agar yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan sidang di 

Pengadilan setempat untuk mendapatkan izin dispensasi nikah dari 

Pengadilan. Setelah mendapatkan izin dispensasi nikah dari 

pengadilan dan semua syarat untuk melakukan perkawinan sudah 

terpenuhi, maka yang bersangkutan dapat melangsungkan 

pernikahan di KUA setempat. 

3. Pasangan P dan A (P = Perempuan, A = Laki-laki) 

 P yang berumur 20 tahun dan A yang berumur 18 tahun. 

Keduanya baik dari P maupun A sama-sama berpendidikan 

terakhir SLTA/sederajat. Awal mulanya mereka sudah memiliki 

                                                           
 

4
 ADS, Pelaku Pernikahan Dini. Wawancara Pribadi, Tanggal 26 September 2022 
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hubungan yang sangat erat sampai mereka melakukan hubungan 

badan layaknya suami istri yang mengakibatkan P hamil. Setelah 

usia kandungan P 4 (empat) bulan, ketahuan oleh pihak keluarga. 

Kemudian pihak keluarga baik dari pihak P maupun A ingin segera 

melangsungkan perkawinan di KUA.
5
  

 Namun karena kurangnya umur A, maka pihak KUA 

menolak karena belum memenuhi syarat usia untuk melakukan 

perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 

2019. Kemudian pihak KUA memberikan saran kepada yang 

bersangkutan terlebih dahulu untuk melakukan sidang di 

pengadilan agar mendapat izin dispensasi nikah dari pengadilan. 

Setelah mendapatkan izin dispensasi nikah dari pengadilan dan 

semua syarat untuk melakukan perkawinan sudah terpenuhi, maka 

yang bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan di KUA 

setempat. 

4. Pasangan C dan A (C = Perempuan, A = Laki-laki) 

 C yang berumur 16 tahun 4 bulan dan A berumur 16 tahun 

6 bulan. Keduanya baik C maupun A sama-sama berpendidikan 

terakhir SLTP/sederajat. Awal mulanya mereka sudah menjalin 

hubungan sangat erat dan mereka juga pernah melakukan 

hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan C 

hamil. Setelah usia kandungan C memasuki usia 2 (dua) bulan, 

                                                           
 

5
 PH, Pelaku Pernikahan Dini. Wawancara Pribadi, Tanggal 27 September 2022 
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ketahuan oleh pihak keluarga. Kemudian setelah ketahuan oleh 

pihak keluarga, pihak keluarga baik orang tua dari C maupun orang 

tua dari A ingin segera melangsungkan perkawinan di KUA.
6
  

 Namun pada saat itu karena kurangnya umur dari C dan A, 

maka pihak KUA menolak karena belum memenuhi syarat usia 

untuk melakukan perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang 

No 16 Tahun 2019 dan pihak KUA memberikan saran kepada C 

dan A untuk terlebih dahulu melakukan sidang di pengadilan 

setempat agar mendapatkan izin dispensasi nikah dari pengadilan. 

Setelah mendapatkan izin dispensasi nikah dari pengadilan dan 

semua persyaratan untuk melakukan perkawinan sudah terpenuhi, 

maka yang bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan di 

KUA setempat. 

 Keempat pasangan tersebut melangsungkan pernikahan pada saat 

perempuannya sedang hamil. Pernikahan tersebut dilangsungkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu atas izin dari 

Pengadilan Agama Klaten. Menurut hasil wawancara yang telah 

dilakukan terhadap salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu yakni bapak Poniman, beliau mengatakan 

bahwa praktik pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu sama saja dengan praktik pernikahan pada 

                                                           
 

6
 CAP, Pelaku Pernikahan Dini. Wawancara Pribadi, Tanggal 29 September 2022 
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umumnya hanya saja yang membedakan yaitu terdapat surat tambahan 

dari pengadilan yakni surat izin dispensasi nikah.  

 Adapun persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah ke 

pengadilan, sebagai berikut: 

1. Surat permohonan; 

2. Fotocopy Kartu Keluarga; 

3. Fotocopy surat nikah pemohon (orang tua); 

4. Fotocopy KTP pemohon 1 lembar; 

5. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan 

penolakan karena kurang umur; 

6. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir/Ijazah terakhir 

calon mempelai; 

7. Membayar panjar biaya perkara.
7
 

2. Pandangan Pegawai KUA Terhadap Pernikahan Dini Karena 

Hamil Di luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Delanggu 

 Dengan adanya kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA 

Kecamatan Delanggu, pak Akhmadi selaku kepala KUA menyatakan 

bahwa terdapat faktor dominan yang melatarbelakangi masyarakat 

untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agar 

mendapatkan surat izin dispensasi nikah. Faktor dominan tersebut 

biasanya karena telah terjadi hamil di luar nikah, akan tetapi usia dari 

                                                           
 

7
 Web Mahkamah Agung RI, dikutip dari https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/rka-

kl/251-syarat-pendaftaran diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 

https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/rka-kl/251-syarat-pendaftaran
https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/rka-kl/251-syarat-pendaftaran
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salah satu atau keduanya belum memenuhi syarat usia yang sudah 

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka 

mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat 

dinikahkan oleh pihak KUA.
8
 

 Seiring dengan perkembangan zaman, pergaulan anak remaja 

menjadi sangat bebas dan sulit terpantau oleh kedua orang tuanya. 

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua bisa 

menjadi pemicu anak terjerumus ke dalam pergaualan bebas. 

Pergaulan bebas yang berbuah kehamilan seringkali menjadikan 

perkawinan sebagai cara untuk menutupi aib keluarga. Maka tak jarang 

mereka yang sudah hamil di luar nikah lebih memilih untuk langsung 

dinikahkan meskipun dalam keadaan hamil.  

 Dalam menyikapi hal tersebut, pak Akhmadi memberikan saran 

agar tidak melakukan pernikahan secara tiba-tiba karena pernikahan 

hanya untuk sekali dalam seumur hidup sehingga dibutuhkan persiapan 

yang sangat matang terutama untuk anak yang usianya masih di bawah 

umur. Untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan 

adanya pengawasan dari kedua orang tuanya dalam mengontrol 

pergaulan anak karena pengawasan dari kedua orang tua sangat 

penting dalam tumbuh kembang anak. 

                                                           
 

8
 Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 

Oktober 2022 
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 “Sebaiknya janganlah, pernikahan itu direncanakan jangan 

dadakan gitu, harus dipersiapkan secara matang karena pernikahan 

itu hanya untuk sekali dalam seumur hidup”.  

 

 Bapak Akhmadi juga mengatakan apabila terdapat warga 

masyarakat yang telah hamil di luar nikah, solusi yang bisa dilakukan 

hanya dengan cara menikahkannya karena jika tidak langsung segera 

di nikahkan akan merugikan pihak perempuan. Dari masyarakat sekitar 

sendiri tidak memberikan sanksi kepada pelaku pernikahan dini karena 

hamil di luar nikah, melainkan hanya omongan atau cemoohan saja. 

Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama apabila para pelaku 

pernikahan dini tersebut telah di nikahkan. 

 “Solusi yang paling tepat ya langsung dinikahkan dengan laki-laki 

yang menghamilinya. Kalau untuk sanksi sendiri tidak ada, ya paling 

mereka hanya mencemooh warga yang telah hamil di luar nikah 

tersebut. Tapi cemoohannya itu tidak akan berlangsung lama kalau 

pelaku hamil di luar nikah tersebut sudah dinikahkan.” 

 

 Wawancara berikutnya dilakukan dengan bapak Poniman salah 

satu pegawai KUA Kecamatan Delanggu, yang menyampaikan bahwa 

beliau kurang setuju dengan adanya pernikahan dini akibat hamil di 

luar nikah ini karena sudah sangat jelas melanggar norma agama. 

Mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti 

melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar ikatan 

pernikahan. Biasanya hal ini terjadi karena rendahnya pendidikan serta 

kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya dan 

orang tua yang terlalu membebaskan anaknya untuk bergaul dengan 
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siapa saja termasuk lawan jenis sehingga anak merasa dibebaskan dan 

akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 

 “Pergaulannya terlalu bebas, tidak ada batasan antara laki-laki 

dengan perempuan. Misal seperti main berdua boncengan naik motor. 

Orang tuanya kan nggak tau mereka pergi kemana dan ngapain aja.” 

 

 Bapak Poniman juga mengatakan bahwa sebenarnya di usia 

mereka yang bisa dikatakan masih dini, mereka menjalin hubungan 

hanya untuk bersenang-senang saja. Namun karena mereka merasa 

tidak dipantau oleh kedua orang tuanya dan di usia yang terbilang 

masih dini tersebut rasa penasarannya tinggi sehingga membuat 

mereka sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri. 

 “Faktornya terutama karena nafsu, umur segitu masih punya rasa 

penasaran yang besar ditambah adanya nafsu jadilah hubungan yang 

menyebabkan kehamilan.” 

 

 Bapak Poniman sangat menyayangkan dengan adanya kejadian 

tersebut, karena mereka hanya coba-coba dan sudah sama-sama merasa 

“enak” namun mereka tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang 

mereka lakukan terlebih lagi jika perempuannya hamil. Jika 

perempuannya sudah hamil, maka mau tidak mau mereka harus segera 

dinikahkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah 

mereka lakukan.
9
 

 “Kalau mengajukan dispensasi nikah karena kecelakaan atau 

hamil di luar menurut saya sayang ya, karena sehausnya mereka 

masih harus sekolah tapi ya mau gimana lagi karena udah hamil maka 

mau nggak mau harus segera dinikahkan.” 

 

                                                           
 

9
 Poniman, Pegawai KUA Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 

Oktober 2022 
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 Oleh karena itu, pada umumnya hasil wawancara yang telah 

dilakukan penulis terhadap bapak Akhmadi dan bapak Poniman selaku 

kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Delanggu Kabupaten Klaten tentang pernikahan dini karena hamil di 

luar nikah, mereka kurang setuju dengan adanya pernikan tersebut. 

Namun apabila perempuannya sudah dalam keadaan hamil, maka mau 

tidak mau mereka harus segera dinikahkan, tidak harus menunggu 

sampai melahirkan. 
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BAB IV 

ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN DINI KARENA HAMIL DI LUAR 

NIKAH DAN PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP PERNIKAHAN 

DINI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH  

A. Analisis Praktik Pernikahan Dini Karena Hamil Di luar Nikah Di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu 

 Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
1
  

 Pernikahan atau perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi 

untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan 

adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas 

nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang 

merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa pernikahan 

atau perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin 

saja tetapi harus keduanya, terjalinnya ikatan lahir batin merupakan 

fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2
 

 Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit anak remaja 

yang kerap kali terjerumus ke dalam pergaulan bebas, tidak ada batasan 

antar lawan jenis terlebih lagi sampai melakukan hubungan badan 

                                                           

 
1
 Sonny Dewi Judiasih, Perkawinan... hlm. 1 

 
2
 Ibid. 
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layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan yang sah. Dengan 

melakukan hal tersebut yang akhirnya menyebabkan pernikahan hanya 

untuk bertujuan menutupi aib keluarga.  

 Dari hasil data yang diperoleh oleh peniliti di KUA Kecamatan 

Delanggu pada tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) orang terdiri dari 4 (empat) 

pasangan yang melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Dari 

keempat pasangan tersebut berusia sekitar 16-18 tahun, dimana usia 

mereka masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk 

melakukan pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 minimal 

usia untuk melakukan pernikahan yaitu di usia 19 tahun bagi laki-laki dan 

perempuan. 

 Pernikahan usia muda atau yang lebih dikenal dengan pernikahan 

dini adalah realita yang setidaknya dipicu oleh dua faktor. Faktor pertama 

yakni dilatarbelakangi oleh kesadaran moral yang sangat tinggi terhadap 

agama untuk memelihara dari perbuatan hina dan faktor yang kedua yakni 

karena keterpaksaan. Dalam hal keterpaksaan ini biasanya telah terjadi 

hamil di luar nikah. 

 Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini 

yang dilakukan oleh ke-empat pasangan tersebut yakni karena rendahnya 

pendidikan para pelaku pernikahan dini, mayoritas ke-empat pasangan 

tersebut hanya lulusan SMP. Selain itu, kurangnya perhatian dan 
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pengawasan dari kedua orang tua menyebabkan mereka merasa 

dibebaskan dan tidak dipantau oleh kedua orang tuanya sehingga mereka 

terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan melakukan hubungan layaknya 

suami istri sampai perempuannya hamil. 

 Karena perempuannya sudah dalam keadaan hamil, maka pihak 

keluarga ingin langsung menikahkan anaknya di KUA. Namun karena 

kurangnya usia dari ke-empat pasangan tersebut maka pihak KUA 

menolak. Pihak KUA memberikan saran agar mengajukan permohonan 

dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama agar mendapatkan 

surat izin dispensasi nikah untuk bisa dinikahkan di KUA setempat. 

Digambarkan dalam bagan, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Alur hamil di luar nikah sampai melakukan pernikahan. 

Hamil di luar nikah 

Dampak sosial 
Meuntut 

pertanggung 

jawaban 

KUA 

Pengadilan 

agama 

Dispensasi nikah 

nikah 
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 Anak remaja di bawah umur yang terjerumus ke dalam pergaulan 

bebas sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga 

mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah.  Setelah remaja 

tersebut ketahuan hamil diluar nikah, remaja tersebut mendapatkan 

dampak sosial berupa cemoohan dari masyarakat, pihak keluarga dari 

perempuan menuntut pertanggung jawaban dari pihak laki-laki. Karena 

umur dari remaja tersebut masih di bawah umur, maka pihak KUA tidak 

dapat menikahkannya dan menyarankan untuk mengajukan dispensasi 

nikah ke pengadilan agama. 

 Secara etimologis, dispensasi dapat didefinisikan sebagai 

pengecualian dari aturan yang bersifat umum utuk suatu kondisi yang 

bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu 

kewajiban/keharusan atau larangan. Maka dapat dipahami bahwa 

dispensasi nikah ini adalah aturan yang berlaku khusus karena kondisi 

tertentu yang membuat seseorang tidak melakukan pernikahan sesuai 

dengan batas umur yang telah ditentukan.
3
  

 Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah, hakim harus 

mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya 

benar-benar menyeutujui dan mengetahui rencana pernikahan sehingga 

tidak ada unsur pemaksaan dari kedua orang tua.
4
 

                                                           
 3 Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam...hlm. 122 

 
4
 Ibid. Hlm. 123 
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 Setelah melakukan proses persidangan dan mendapatkan izin 

dispensasi nikah dari Pengadilan, serta syarat-syarat untuk melakukan 

pernikahan sudah terpenuhi semua maka yang bersangkutan sudah dapat 

melangsungkan pernikahan di KUA setempat. Adapun syarat administrasi 

untuk melangsungkan pernikahan yaitu, sebagai berikut: 

1. Surat Pengantar Perkawinan (N1) 

2. Permohonan Kehendak Nikah (N2) 

3. Surat Persetujuan Mempelai (N3) 

4. Surat Ijin Orang Tua (N4) 

5. Fotocopy KTP Orang Tua 

6. Fotocopy Akta Kelahiran Mempelai 

7. Fotocopy Ijazah Terakhir Mempelai 

8. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua 

9. Surat Keterangan Wali dari Pihak Wanita 

10. Pas Photo 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 1 lembar 

11. Surat Izin Dispensasi Nikah Dari Pengadilan Agama Bagi Yang Belum 

Mencukupi Umur.
5
 

 Dalam praktik pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, semua 

pasangan melangsungkan pernikahan atas izin dari Putusan Pengadilan 

Agama Klaten. 

                                                           
 

5
 Poniman, Pegawai KUA Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 

Oktober 2022 
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B. Analisis Pandangan Pegawai KUA Terhadap Pernikahan Dini Karena 

Hamil Di luar Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Delanggu 

  Istilah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah 

pernikahan yang dilakukan pada umur yang dimana seseorang tersebut 

belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh 

seseorang yang belum memiliki kesiapan secara emosional, financial dan 

kesiapan secara fisik dan psikis. 

  Wanita yang melakukan pernikahan dini secara mental belum siap 

mengalami perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap 

menjalankan peran sebagai ibu dan rumah tangga, belum siap menghadapi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Seorang 

laki-laki juga belum siap menjadi bapak, belum siap membina keluarganya 

dan menjadi kepala keluarga. Karena pada umumnya pernikahan yang 

dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur mereka belum 

memiliki kematangan jiwa dalam artian mereka masih mau menang sendiri 

atau egois. Mereka juga belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

bagaimana seharusnya menjadi seorang ibu dan istri atau peran seorang 

laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. 

  Akan tetapi dalam praktiknya saat ini masih terdapat pernikahan 

yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Delanggu. Pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) 
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pasangan yang melakukan pernikahan dini. Adapun yang menjadi alasan 

mereka melakukan pernikahan dini yaitu karena perempuannya telah hamil 

di luar nikah. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan kepala 

dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu, 

pernikahan dini yang dilakukan karena hamil di luar nikah sudah 

melanggar ketentuan agama, khususnya agama Islam. Hamil di luar nikah 

merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum sesuai dengan aturan 

hukum Islam. Larangan berbuat zina sudah diatur dalam Al-Qur’an surat 

al-Isra ayat 32 yang berbunyi: 

ا
ً
انَ فَاحِشَةً ْۗوَسَاۤءَ سَبِيْل

َ
نىٰٖٓ اِنَّهٗ ك ِ

ا ثَقْرَبُوا الز 
َ
 وَل

  Artinya:  

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah 

perbuatan keji dan jalan terburuk”. 

 

 Meskipun sudah terdapat larangan di dalam Al-Quran, pada 

kenyataannya masih banyak orang yang melakukan zina terutama 

dikalangan remaja. Di zaman sekarang ini banyak anak remaja yang 

terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan gaya berpacarannya pun seperti 

layaknya suami istri yang sudah menikah. Perilaku seksual yang 

dilakukan sebelum menikah adalah perilaku yang terjadi karena adanya 

dorongan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis di luar ikatan 
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pernikahan yang sah. Perilaku tersebut dapat menimbulkan akibat seperti 

kehamilan di luar nikah yang akhirnya remaja tersebut terpaksa harus 

putus sekolah.  

 Biasanya pihak keluarga akan langsung segera menikahkan 

anaknya apabila anak perempuan tersebut sudah terbukti hamil. Pada 

dasarnya pihak KUA kurang setuju dengan adanya pernikahan dini 

terlebih lagi apabila pernikahan dini tersebut dilakukan karena telah 

hamil di luar nikah. Alasannya karena pernikahan dini yang dilakukan 

karena hamil di luar nikah telah melanggar norma sosial yang berlaku di 

masyarakat dan juga bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi 

karena tidak ada pilihan lain dan jalan satu-satunya yaitu dengan 

melangsungkan pernikahan, maka mau tidak mau harus segera 

dinikahkan tidak perlu menunggu anak yang ada di dalam kandungan 

tersebut lahir. 

 Hal ini di dasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

secara khusus mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang 

terdapat dalam pasal 53 yaitu: 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
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3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
6
 

 Pertimbangan tersebut juga di dasarkan pada pendapat madzhab 

Ulama Syafi’iyah yang menyatakan bahwa hukumnya sah menikahi 

wanita hamil karena zina baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang 

menghamilinya atau pun bukan yang menghamilinya. Pernikahan yang 

dilakukan oleh wanita walaupun sedang dalam keadaan hamil karena 

zina diperbolehkan menurut madzhab Syafi’i karena wanita hamil akibat 

zina tidak termasuk dalam golongan wanita yang haram untuk dinikahi. 

Maka tidak ada hukum iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi 

dan  menggaulinya.
7
  

 Kehamilan di luar nikah akan berdampak negatif pada anak remaja 

yang melakukan hal tersebut seperti putusnya sekolah. Umumnya anak 

remaja yang telah ketahuan hamil di luar nikah, akan langsung 

dikeluarkan dari sekolahnya. Selain itu, akan berdampak pada kesehatan 

ibu dan bayi juga karena di umur yang masih dini secara biologis dan 

psikologisnya pun belum matang. Serta masyarakat juga akan 

mencemooh remaja yang ketahuan hamil di luar nikah. 

 Menurut bapak Akhmadi dan bapak Poniman selaku kepala dan 

pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), pelaksanaan pernikahan dini 

                                                           
 

6
 Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Ke-8, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020). Hlm. 15-

16 

 
7
 Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil...” hlm. 10 
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karena hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Delanggu Kabupaten 

Klaten karena para remaja yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam 

jurang maksiat sehingga pelaksanaan pernikahan dini karena hamil di 

luar nikah tersebut dianggap jalan yang terbaik karena untuk menutupi 

aib keluarga dari pada harus melakukan aborsi dan juga untuk 

menghindari omongan masyarakat yang kurang baik, baik kepada 

keluarga maupun kepada anak remaja yang melakukan pernikahan dini 

karena hamil di luar nikah tersebut. 

 Pernikahan dini yang di akibatkan karena hamil di luar nikah ini 

difaktori karena rendahnya pendidikan dan pemahaman agama anak 

remaja serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua 

sehingga anak merasa dibebaskan dan terjerumus ke dalam pergaulan 

bebas sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Padahal 

peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan anak remaja. Menjadi 

kewajiban orang tua untuk selalu mengawasi sikap dan perilaku anak 

remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dilangsungkannya pernikahan dini yang diakibatkan 

karena hamil di luar nikah tanpa menunggu kelahiran anak yang ada 

dalam kandungannya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten memberikan dampak 

baik bagi anak remaja maupun keluarganya.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan dini yang 

diakibatkan karena hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, sebagai berikut: 

1. Pernikahan dini yang diakibatkan karena hamil di luar nikah di KUA 

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, masing-masing pasangannya 

berusia sekitar 16-18 tahun. Para pelaku pernikahan dini tersebut rata-

rata hanya lulusan SMP atau SLTP/sederajat. Adapun faktor yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah 

yaitu karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tua sehingga 

anak merasa dibebaskan dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 

Selain itu, kurangnya pemahaman agama karena jarang bahkan hampir 

tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan juga menjadi faktor 

penyebab anak remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pihak 

KUA tidak bisa langsung menikahkan para pelaku pernikahan dini 

yang diakibatkan karena hamil di luar ini alasannya karena umur dari 

para pelaku tersebut belum memenuhi syarat yang sudah ditentukan 

oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Minimal umur 
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untuk melakukan pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang 

tersebut yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Karena umur 

para pelaku pernikahan dini tersebut belum mencukupi, maka pihak 

KUA memberikan saran agar mereka mengajukan permohonan 

dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Setelah menjalani 

proses persidangan di Pengadilan Agama dan para pelaku sudah 

mendapatkan izin dispensasi nikah, maka para pelaku pernikahan dini 

sudah dapat dinikahkan di KUA setempat. 

2. Pada dasarnya pihak KUA baik kepala maupun pegawai KUA kurang 

setuju dengan adanya pernikahan dini yang diakibatkan karena hamil 

di luar nikah alasannya karena telah melanggar ajaran agama 

khususnya agama Islam. Akan tetapi karena para pelaku pernikahan 

dini sudah terlanjur dalam keadaan hamil, maka mau tidak mau harus 

segera dinikahkan. Hal ini di dasarkan pada Kompilasi Hukum Islam 

pasal 53 yang mengatur persoalan kawin hamil yang menyatakan 

seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki 

yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada 

di dalam kandungannya, dan tidak diperlukan pernikahan ulang setelah 

anak yang ada di dalam kandungannya tersebut telah lahir. Menurut 

kepala dan pegawai KUA, langsung menikahkan wanita hamil akibat 

zina tanpa menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan 

tersebut dapat memberikan dampak baik bagi pelaku maupun 

keluarganya, karena dengan di nikahkan secara langsung dapat 
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menutupi aib keluarga dan terhindar dari omongan atau cemoohan 

masyarakat setempat. 

B. Saran  

 Untuk menghindari agar tidak terjadinya pernikahan dini yang 

diakibatkan karena hamil di luar nikah adalah: 

1. Peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak yang 

baru memasuki usia remaja. Diperlukan adanya pengawasan dari 

kedua orang tua terhadap perilaku anak agar anak tidak terjerumus ke 

dalam pergaulan bebas. 

2. Diharapkan agar anak dapat menyelesaikan pendidikannya selama 12 

tahun agar dapat membedakan mana pergaulan yang baik dan mana 

yang tidak. 

3. Diharapkan anak-anak remaja dapat mengikuti kegiatan keagamaan 

agar memiliki pemahaman agama yang bagus sehingga tidak 

terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 

4. Perlu adanya sosialisasi baik dari pihak KUA maupun perangkat desa 

lainnya tentang pernikahan dini. 
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 Oktober 2022 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Delanggu 

Narasumber  : Akhmadi, S.Ag 

Tanggal Wawancara  : 12 Oktober 2022 

1. Menurut bapak bagaimana tingkat pergaulan anak remaja zaman 

sekarang ? 

Jawab : Menurut saya anak remaja di zaman sekarang pergaulannya 

sangat bebas, tidak ada batasan antar lawan jenis dari gaya 

berpakaiannya pun tidak sesuai dengan syariat Islam terutama untuk 

yang perempuan. Ya walaupun tidak semua tapi kebanyakan yang 

seperti itu. 

2. Bagaimana pendapat bapak tentang banyaknya anak remaja yang 

mengajukan dispensasi nikah ? 

Jawab : Sebaiknya jangan lah, pernikahan itu direncanakan jangan 

dadakan gitu, harus dipersiapkan secara matang karena pernikahan itu 

hanyak untuk sekali dalam seumur hidup. 

3. Biasanya anak remaja yang mengajukan permohonan dispensasi nikah 

itu penyebabnya karena apa ? 

Jawab : Banyaknya karena hamil di luar nikah sih mbak. 

4. Menurut bapak faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya 

kehamilan di luar nikah ? 

Jawab : Penyebabnya karena pergaulan bebas sih mbak dan orang tua 

yang terlalu membebaskan anaknya untuk bergaul dengan siapa saja, 

pergi berdua dengan lawan jenis. Dan anak remaja tersebut merasa 

dibebaskan dan tidak dipantau oleh orang tuanya jadi lah mereka 

melakukan hal-hal yang tidak di inginkan. 

5. Menurut bapak apakah tingkat pendidikan mempengaruhi terjadinya 

kehamilan di luar nikah ? 

Jawab : Bisa jadi mbak, karena kalau anak yang memiliki pendidikan 

tinggi biasanya lebih bisa membedakan mana yang baik dan tidak 
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sehingga tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 

6. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi kehamilan di luar nikah ? 

Jawab : Solusi yang paling tepat ya langsung dinikahkan dengan laki-

laki yang menghamilinya. 

7. Apakah masyarakat mengetahui tentang akibat hukum dari hamil di 

luar nikah ? 

Jawab : Mungkin sebenarnya tau, tapi ya namanya juga udah terbawa 

hawa nafsu mbak. 

8. Bagaimana tanggapan masyarakat ketika mengetahui ada warga 

masyarakatnya yang telah hamil di luar nikah ? 

Jawab : Tanggapannya pasti jelek sih, kebanyakan dari mereka pasti 

akan mencemoohnya ketika ada yang hamil di luar nikah. 

9. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada warga yang 

mengalami hamil di luar nikah ? 

Jawab : Kalau untuk sanksi sendiri tidak ada, ya paling mereka hanya 

mencemooh warga yang telah hamil di luar nikah tersebut. Tapi 

cemoohannya itu tidak akan berlangsung lama kalau pelaku hamil di 

luar nikah tersebut sudah dinikahkan. 

B. Wawancara Pegawai KUA Kecamatan Delanggu 

Narasumber   : Poniman 

Tanggal Wawancara  : 12 Oktober 2022 

1. Menurut bapak bagaimana tingkat pergaulan anak remaja zaman 

sekarang ? 

Jawab : Pergaulannya terlalu bebas, tidak ada batasan antara laki-laki 

dengan perempuan. Misal seperti main berdua boncengan naik motor. 

Orang tuanya kan nggak tau mereka pergi kemana dan ngapain aja.  

2. Bagaimana pendapat bapak tentang banyaknya anak remaja yang 

mengajukan dispensasi nikah ? 

Jawab : Kalau mengajukan dispenasi nikah karena kecelakaan atau 

hamil di luar menurut saya sayang ya, karena seharusnya mereka 
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masih harus sekolah tapi ya mau gimana lagi karena udah hamil maka 

mau nggak mau harus segera dinikahkan. 

3. Biasanya anak remaja yang mengajukan permohonan dispensasi nikah 

itu penyebabnya karena apa ? 

Jawab : Karena kecelakaan itu mbak. Biasanya anak-anak masih di 

bawah umur yang udah hamil duluan, jadi ya harus ngajuin dispensasi 

nikah ke pengadilan biar bisa dinikahin.  

4. Menurut bapak faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya 

kehamilan di luar nikah ? 

Jawab : Faktornya terutama karena nafsu, umur segitu masih punya 

rasa penasaran yang besar ditambah adanya nafsu jadilah hubungan 

yang menyebabkan kehamilan. 

5. Menurut bapak apakah tingkat pendidikan mempengaruhi terjadinya 

kehamilan di luar nikah ? 

Jawab : Ya bisa mempengaruhi, karena seiring bertambahnya tingkat 

Pendidikan akan menambah wawasan juga sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kehamilan di luar nikah. 

6. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi kehamilan di luar nikah ? 

Jawab : Solusi yang bisa dilakukan hanya menikahkannya dengan 

dispensasi, karena pihak perempuan menuntut pertanggung jawaban 

dari laki-laki jika tidak dinikahkan akan merugikan pihak perempuan. 

7. Apakah masyarakat mengetahui tentang akibat hukum dari hamil di 

luar nikah ? 

Jawab : Mungkin ada yang mengetahui, mungkin juga ada yang tidak 

mengetahui. Cuma ya tadi itu, karena sudah terbawa nafsu jadi mereka 

tidak memikirkan dampak ke depannya bagaimana.  

8. Bagaimana tanggapan masyarakat ketika mengetahui ada warga 

masyarakatnya yang telah hamil di luar nikah ? 

Jawab : Tentunya menjadi hal yang tabu kalau mengetahui kehamilan 

di luar nikah, jika segera dinikahkan dapat mengurangi omongan 

ditengah masyarakat jika masih hamil dan statusnya belum menikah 
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apalagi sudah hamil besar.  

9. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada warga yang 

mengalami hamil di luar nikah ? 

Jawab : Tidak ada, masyarakat hanya memberikan cemoohan saja 

paling.  

C. Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil di Luar 

Nikah  

Narasumber   : ADS 

Tanggal Wawancara  : 26 September 2022 

1. Berapa usia anda ketika menikah? 

Jawab : 16 tahun 

2. Apa pendidikan terakhir anda? 

Jawab : SMP tapi waktu itu putus sekolah 

3. Dengan siapa anda menikah? Pilihan sendiri atau pilihan orang tua? 

Jawab : Dengan pilihan sendiri 

4. Apa alasan anda menikah di usia muda?  

Jawab : Karena hamil jadi dinikahkan 

5. Apa dampak yang anda rasakan setelah menikah? 

Jawab : Dituntut harus lebih dewasa aja sih 

6. Ada masalah apa selama pernikahan? 

Jawab : Cuma beda pendapat aja biasanya tapi ngga sampai jadi 

permasalahan besar 

7. Bagaimana keadaan rumah tangga saat pertama kali menikah? 

Jawab : Ditanggung orang tua karena masih sama-sama belum kerja 

8. Apakah pernah terjadi konflik antara kedua keluarga saat menikah? 

Jawab : Pernah diselesaikan dengan diskusi antar keluarga jadi ketemu 

solusinya 

9. Bagaimana dengan pendidikan anda saat/setelah menikah? 

Jawab : Waktu ketahuan hamil, saya putus sekolah dan langsung 

dinikahin sama orang tua. 
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10. Bagaimana pola asuh anak yang anda terapkan?  

Jawab : Masih dibantu orang tua, kadang dibagi juga sama suami. 

Narasumber   : DIP 

Tanggal Wawancara  : 26 September 2022 

1. Berapa usia anda ketika menikah? 

Jawab : Waktu nikah umur saya 16 tahun 

2. Apa pendidikan terakhir anda? 

Jawab : Ijazah SMP, sempet nerusin ke SMA tapi waktu itu keluar  

3. Dengan siapa anda menikah? Pilihan sendiri atau pilihan orang tua? 

Jawab : Pilihan sendiri soalnya udah punya hubungan sebelumnya 

4. Apa alasan anda menikah di usia muda?  

Jawab : Karena saya hamil jadi dinikahin sama keluarga 

5. Apa dampak yang anda rasakan setelah menikah? 

Jawab : Ada sedihnya sama ada senengnya juga 

6. Ada masalah apa selama pernikahan? 

Jawab : Ada, karena sama-sama masih mau ikut orang tua masing-

masing dan nggak ada yang mau ngalah jadi sekarang kita udah nggak 

tinggal bareng 

7. Bagaimana keadaan rumah tangga saat pertama kali menikah? 

Jawab : Waktu nikah udah sama-sama kerja Cuma masih tinggal sama 

orang tua 

8. Apakah pernah terjadi konflik antara kedua keluarga saat menikah? 

Jawab : Pernah, perbedaan pendapat antara kedua keluarga tentang 

tempat tinggal 

9. Bagaimana dengan pendidikan anda saat/setelah menikah? 

Jawab : Ya udah ngga lanjut sekolah cuma kerja aja buat kebutuhan 

anak 

10. Bagaimana pola asuh anak yang anda terapkan?  

Jawab : Pokoknya gimana caranya supaya jadi anak baik, masih 

dibantu sama orang tua juga buat ngurus anak kalau saya kerja 
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Narasumber   : AMS 

Tanggal Wawancara  : 27 September 2022 

1. Berapa usia anda ketika menikah? 

Jawab : 18 tahun 

2. Apa pendidikan terakhir anda? 

Jawab : SMA terakhir 

3. Dengan siapa anda menikah? Pilihan sendiri atau pilihan orang tua? 

Jawab : Pilihan sendiri, soalnya dulu ada hubungan terus hamil 

4. Apa alasan anda menikah di usia muda? 

Jawab : Karena hamil jadi wajib dinikahkan 

5. Apa dampak yang anda rasakan setelah menikah? 

Jawab : Diumur segini harus beda sama temen-temen jadi nggak ada 

waktu buat main atau kumpul sama temen-temen. Harus lebih dewasa 

aja 

6. Ada masalah apa selama pernikahan? 

Jawab : Masalah keluarga, soalnya masih umur segitu udah nikah jadi 

ada campur tangan orang tua 

7. Bagaimana keadaan rumah tangga saat pertama kali menikah? 

Jawab : Masih butuh bantuan orang tua, soalnya belum siap juga dari 

semua hal 

8. Apakah pernah terjadi konflik antara kedua keluarga saat menikah? 

Jawab : Pernah karena nikah umur segini masih ada campur tangan 

orang tua jadi ada perbedaan pendapat jadi masalah antara keluarga 

bukan antar pasangan. Saya sama istri juga udah nggak tinggal 

serumah karena keluarga ngga cocok. 

9. Bagaimana dengan pendidikan anda saat/setelah menikah? 

Jawab : Waktu nikah saya udah nggak sekolah tapi kerja. Jadi ya 

setelah nikah saya tetap kerja buat kebutuhan sehari-hari. 

10. Bagaimana pola asuh anak yang anda terapkan?  

Jawab : Lebih sering dibantu sama orang tua. 
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Narasumber    : CAP 

Tanggal Wawancara  : 29 September 2022 

1. Berapa usia anda ketika menikah? 

Jawab : 16 tahun 

2. Apa pendidikan terakhir anda? 

Jawab : Terakhir smp 

3. Dengan siapa anda menikah? Pilihan sendiri atau pilihan orang tua? 

Jawab : Dengan pilihan sendiri, karena pada saat itu pacaran 

4. Apa alasan anda menikah di usia muda?  

Jawab : Karena hamil terus mau nggak mau harus nikah diumur segitu 

5. Apa dampak yang anda rasakan setelah menikah? 

Jawab : Dampak yang kerasa cuma jadi bahan omongan aja sih, 

selebihnya paling dituntut lebih untuk anak aja. 

6. Ada masalah apa selama pernikahan? 

Jawab : Kalau masalah paling cuma selisih pendapat aja biasanya 

7. Bagaimana keadaan rumah tangga saat pertama kali menikah? 

Jawab : Perlu adaptasi sih kalo itu, soalnya yang dari anak sekolah 

belum tau apa-apa belum siap juga harus nikah dan tanggung jawab ke 

anak 

8. Apakah pernah terjadi konflik antara kedua keluarga saat menikah? 

Jawab : Kalau itu pernah, tapi masih bisa diselesaiin dengan cara 

ketemu sama semua keluarga jadi ketemu jalan tengahnya 

9. Bagaimana dengan pendidikan anda saat/setelah menikah? 

Jawab : Waktu nikah kan kelas 3 smp jadi udah lulus terus sekarang 

lanjut kerja buat bantu perekonomian 

10. Bagaimana pola asuh anak yang anda terapkan?  

Jawab : Kalau itu kadang masih dibantu orang tua juga, karena belum 

tau apa-apa soal cara mengasuh yang baik jadi seringnya dibantu orang 

tua. 
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